MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 38
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2023 Tentang
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG, BUPATI MAGELANG,
Menimbang: Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Peraturan |a. bahwa kebijakan akuntasi sebagai pedoman dalam menyusun dan
Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok Pokok Pengelolaan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang; kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di
Daerah sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan akutansi dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang
Kebijakan  Akuntansi  Perubahan Kebijakan  Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
tidak dilanjutkan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomor 13 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15
tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa
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— Pemberi Konsesi dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomor 17 tentang Properti Investasi, Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang;

Mengingat:

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Mengingat:

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi,  Kodefikasi, dan  Nomenklatur = Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

13.  Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN | Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN
KABUPATEN MAGELANG. 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG.
Pasal 1 Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

[98)

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor
52) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(98]
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10.

11.

12.

13.

daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun
menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang
merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan
pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan

10.

11.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang
merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk
melakukan  pengeluaranpengeluaran sesuai  tujuan  yang
ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas
pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Perangkat Daerah dan BUD dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial
sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau
dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah
Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha
yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan
di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uvang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan
entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan
dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah
saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas
tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang
dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau
salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
Entitas Akuntansi adalah Perangkat Daerah dan BUD dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau
manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak
usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan
entitas.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan
bagi Perangkat Daerah dan SKPKD dan digunakan untuk
memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna membiayai
pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
perundang-undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar
muka laporan keuangan.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan
dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau
salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau
penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau
kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana
kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.

Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi
yang disediakan bagi Perangkat Daerah dan SKPKD dan
digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum
Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama
periode otorisasi tersebut.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Daerah.
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada
di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari
akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang
asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
yang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) adalah
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja,
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama
satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban
selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-
LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan
perundang-undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar
muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah
Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal
dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya
dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata
uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.
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51. Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk | 46. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
melakukan pembayaran kepada entitas pelaporan lain sebagai akibat adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan
ketentuan perundang-undangan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBD selama satu periode pelaporan.

47. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan
beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

48. Surplus/defisit-LRA  adalah  selisih  lebih/kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

49. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
pelaporan.

50. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.

51. Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk
melakukan pembayaran kepada entitas pelaporan lain sebagai
akibat ketentuan perundang- undangan.

52. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari
berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya
dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang
lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas;

53. Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian
yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan
keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk
menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang
tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi
untuk terbit dan secara rasional dapat diperoleh dan digunakan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut;

54. Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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55. Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau
seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat
mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya
operasi;

56. Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan,
item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan
mempunyai dampak terhadap laporan keuangan;

57. Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena
terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam
mengestimasi, atau perkembangan lain;

58. Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang
berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya;

59. Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang
hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya;

60. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

61. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban
BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Pasal 3
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu
pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 terdiri atas:

a. Kebijakan akuntansi tentang penyajian laporan keuangan mengatur
dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

b. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Pendapatan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

c. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Beban dan Belanja
mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas beban, belanja dan
informasi lainnya, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Transfer mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi atas penerimaan atau pengeluaran uang
oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan;

e. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Pembiayaan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi tentang penyajian laporan keuangan
mengatur dasar - dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
entitas akuntansi.

b. Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi pendapatan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

c. Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi beban dan belanja
mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas beban, belanja dan
informasi lainnya, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi transfer mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi atas penerimaan atau pengeluaran uang
oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

e. Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi pembiayaan mengatur
dasardasar perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka
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Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas
mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas kas yang dikuasai,
dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah
(BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab
selain bendahara umum daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Piutang mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi atas hak pemerintah untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Persediaan mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, sistem
pencatatan dan penyajian persediaan dalam rangka memenubhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan,;

Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Investasi mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, metode
penilaian, dan penyajian investasi dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan,;

Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Aset Tetap mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan
informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan
keuangan,;

Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Konstruksi dalam
Pengerjaan mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas aset-aset
tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pengungkapan
informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan

memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi kas dan setara kas
mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas kas yang dikuasai,
dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah
(BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah
tanggungjawab selain bendahara umum daerah dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi piutang mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi atas hak pemerintah untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi persediaan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran,
sistem pencatatan dan penyajian persediaan dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi investasi mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, metode
penilaian, dan penyajian investasi dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi aset tetap mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan
pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan
dalam laporan keuangan;

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi konstruksi dalam
pengerjaan mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas aset-
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keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Dana Cadangan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran dan
penyajian dana cadangan dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan;

. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Aset Lainnya mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas aset pemerintah daerah yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap dan dana cadangan dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Kewajiban mengatur dasar-
dasar perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan,
penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang
dibebankan terhadap kewajiban tersebut; dan

Kebijakan Akuntansi tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa mengatur dasar-dasar
perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan
akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan
pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan
dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi dana cadangan mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan, pengukuran dan
penyajian dana cadangan dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan;

. Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi aset lainnya mengatur

dasar-dasar perlakuan akuntansi atas aset pemerintah daerah yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka
panjang, aset tetap dan dana cadangan dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan;

Kebijakan Akuntansi tentang akuntansi kewajiban mengatur
dasar-dasar perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat
pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya
pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut;
Kebijakan  Akuntansi perubahan Kebijakan  Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
tidak dilanjutkan mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas
perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan;

Kebijakan Akuntansi tentang pelaporan Badan Layanan Umum
Daerah mengatur dasar-dasar penyusunan laporan keuangan
Badan Umum Layanan Daerah,;

Kebijakan Akuntansi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan
mengatur dasar dasar perlakukan akuntansi peristiwa setelah
tanggal pelaporan;
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r. Kebijakan Akuntansi tentang perjanjian konsesi jasa-pemberi
konsesi mengatur dasar-dasar perlakukan akuntansi atas
perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi; dan

s. Kebijakan Akuntansi tentang properti investasi yang mengatur
dasar dasar perlakuan akuntansi atas properti investasi.

(1) Kebijakan  Akuntansi

Pasal 5
Pemerintah Daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB 1 : KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN
AKUNTANSI
BAB II : KEBJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN
BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA
BAB V : KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER
BAB VI : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
BAB VII : KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
BAB VIII : KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG
BAB IX : KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
BAB X : KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI
BAB XI : KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
BAB XII : KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
BAB XIII : KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN
BAB XIV : KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA
BAB XV : KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
BAB XVI: KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSIKESALAHAN

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB I : KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN
AKUNTANSI

BAB II : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

BAB 1V KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN
BELANJA

BAB V : KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

BAB VI : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

BAB VII : KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA
KAS

BAB VIII : KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

BAB IX : KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

BAB X : KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

BAB XI : KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

BAB XII : KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI
DALAM PENGERJAAN

BAB XIII : KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN
BAB XIV : KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA
BAB XV : KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN
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BAB XVI : KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN
ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN
BAB XVII : KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BAB XVIII : KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA
SETELAH TANGGAL PELAPORAN
BAB XIX : KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN
KONSESIJASA — PEMBERI KONSESI
BAB XX : KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI
INVESTASI

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Magelang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 31) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

4. Ketentuan BAB XVI dalam Lampiran diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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5. Ketentuan BAB  XVII KEBIJAKAN  AKUNTANSI
PELAPORAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BAB
XVII KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH
TANGGAL PELAPORAN, BAB XIX KEBIJAKAN
AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA — PEMBERI
KONSESI, BAB XX KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI
INVESTASI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah | Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 November 2022 pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI MAGELANG, BUPATI MAGELANG,
ttd ttd
ZAENAL ARIFIN ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 November 2022

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG, KABUPATEN MAGELANG,
ttd ttd
ADI WARYANTO ADI WARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023
NOMOR 52 NOMOR 38
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